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Abstract: 

The development of administrative justice after the issuance of the 

GovernmentjAdministration Lawjas a new regulation in the field of 

stateaiadministrative law regarding government administration. This lawais 

a new thing inathe field of state administrative lawaiwhich isaithe basis for 

implementing decisions byaistate administrativeaibodies and oraiofficials. 

Research objectives are to determine the development of administrative 

justice after the birth of theaiGovernment Administration Law. This type of 

research is normative legal research, thatainormative legalairesearch is 

researchaithat includesairesearch on legalaiprinciples, research onailegal 

systematics, researchaion legalasynchronization, legalahistory research, 

andacomparative legalaresearch. This researchiuses severalaiapproaches, 

namelyailegislation. Statuteaiapproach, conceptualiapproach. Research 

results, namely the birth of the Administrative Law have affected aspects of 

the Administrative Court, namely those related to absolute competence and 

general explanations and the content of LawaNumber 30aof 2014 affecting 

the Law Law Numbera5 ofa1986 makes the Administrative Court which was 

originally a special Administrative Court to become a General 

Administrative Court. 

 

Abstrak:  

Perkembangan peradilan administrasi pascailahirnya Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan sebagai pengaturanibaru di bidangahukum 

administrasi negara mengenaiapenyelenggaraan pemerintahan. Undang-

undangaiini merupakan halaibaru di bidangaiihukum administrasiaiinegara 

yang menjadiaidasar pelaksanaan dalamipengambilan keputusan olehibadan 

daniatau pejabatetata usahainegara. Tujuan Penelitian untuk mengetahui 

perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan. Jenisipenelitian iniiadalah penelitian 

hukumanormatif, bahwa Penelitianjhukum normatif adalahepenelitian 

yangemencakup penelitianiterhadap asas-asas hukum, penelitianaiterhadap 

sistematikaaihukum, penelitian terhadapasinkronisasi hukum, penelitian 

sejarahahukum, dan penelitianaperbandinganahukum. Penelitian 

iniamenggunakan beberapaaiipendekatan, yaituaiiPerundang-undangan 

(statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach) Hasil 

Peneilitian yaitu Lahirnya Undang-Undang Administratif telah 

mempengaruhi aspek-aspek Pengadilan Administrasi yaitu terkait dengan 

kompetensi absolut  dan Penjelasan Umum dan materi muatan Undang-

UndangaiiNomor: 30aiiTahun 2014 mempengaruhi Undang-

UndangaiiNomor: 5aiiTahun 1986  menjadikan Pengadilan Administrasi  

yang semula sebagai Pengadilan Administrasi khusus menjadi Pengadilan 

Administrasi Umum. 
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Pendahuluan  

PembangunanaHukum AdministrasiaNegara adalahaprasyarat dalamapembangunan 

administrasianegara gunaamenciptakan Good Governance. Dalam kacaamata administrasi 

negara, reformasiaadministrasi merupakan pembenahan beberapa kebijakanahukum yang 

berkaitan terhadap manajemen, proses, dan struktur baik pada bidangikeuangan, pengawasan, 

sumberaidaya manusiaaiaparatur, akuntabilitas danaitransparansi serta prosesaipembuatan 

kebijakan danaimplementasinya. Reformasiiadministrasi negara memiliki makna pula sebagai 

reformasiidalam bidangihukum administrasiinegara. 

Sebagai hukumzpublik, hukumzadministrasi berlandaskanzpada prinsip-prinsipinegara 

hukum (rechtsstaat), prinsip-prinsipademokrasi dan sesuaiadengan konsepadasar hukum 

administrasiasebagai instrumenayuridis (juridischeainstrumenten), hukumaadministrasi juga 

mengandung karakterainstrumental (instrumentalakarakter) (Wijoyo, 2005). Asasanegara 

hukum berkaitanadengan jaminanaperlindungan hukumzterhadap kekuasaanapemerintahan. 

Asasademokrasi terutama berhubungan pada substansi dan prosedur dalamzpenyelenggaraan 

pemerintahan, baikaiberupa pengambilanakeputusan maupun berupaaperbuatan-perbuatan 

nyata. Asasiinstrumental berhubungan pada pencapaianitujuan pemerintahan (Wijoyo, 2005) 

Denganaiidiundangkannya Undang-UndangaiiNomor 30aiiTahun 2014 tentang 

AdministrasiaiPemerintahan (selanjutnyaaidisebut UUaAdministrasi Pemerintahan) pada 

tanggal 17aOktober 2014 adalah langkah yangaisangat mencerahkanadalam reformasi 

administrasizpemerintahan. Hal iniimerupakan bentukitanggungjawab negaraidan pemerintah 

guna menjaminzpenyelenggaraan pemerintahan danzpelayanan publikzyang murah, nyaman, 

dan cepat. UU Administrasi Pemerintahan ini adalah salah satuipilar reformasiiadministrasi. 

Dalam kontekszpemberantasan korupsi dizIndonesia, UU AdministrasizPemerintahan 

ini juga merupakanzinstrumen penting dalamzmencegah terjadinyazkorupsi dan dalamzproses 

penyidikan tindakzpidana penyalahgunaanzwewenang. Selama ini pendekatanipemberantasan 

korupsi, kolusiadan nepotismealebih diarahkan padaasanksi terhadapzpara pelakuzkorupsi. 

Padahal deteksiidini bisa dilaksanakan dengan pendekatan proseduriadministrasi. 

Salah satuabentuk pengawasanayudisial adalah oleh peradilanaadministrasi yang 

melaluiamekanisme suatuzgugatan oleh orangzatau badan hukumzperdata. Padazhakikatnya 

tidak berbedazdengan tugaszperadilan padazumumnya yaitu mempertahankan hukumjmateriil 

dalam halaiiini hukum administrasiaiimateriil. Penjelasan Undang-UndangaiPeradilan 

Administrasi menyebutnyaasebagai sarana penyelesianasengketa antara administrasianegara 

denganarakyat.jDari aspekzlain disebutjjuga sebagaijsarana pemeliharajagarjpenyelenggaraan 

pemerintahanaioleh aparatapemerintah selaluaberdasar danamenurut hukum (Fachruddin, 

2004). 

UU AdministrasiaiPemerintahan merupakan hukumaiimateriil. Hukumaimateriil 

adalah sekumpulanaperaturan yang mengaturamengenai hal-halayang wajib dilaksanakan, 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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seyogyanya dilaksanakan, dan tidakadibolehkan (dilarang). Bisa juga dimaknai bahwa, 

hukumaimateriil merupakan peraturanayang mencakup mengenai hak danzkewajiban. UU 

AdministrasizPemerintahan adalah peraturan yang mencakup mengenai hak danzkewajiban 

dalam penyelenggaranaipemerintahan. Bisa juga dikatakanaibahwa UUaiAdministrasi 

Pemerintahan merupakan peraturanzyang mengatur tentang hal-hal yangawajib dilaksanakan, 

boleh dilaksanakan, dan tidakaboleh dilaksanakan (dilarang) oleh pejabatapemerintahan. 

Dengan demikian, UU AdministrasijPemerintahan merupakan hukumjmateriil. 

Untukzmelengkapi hukumzmateriil dibutuhkan hukumzformil. Hukumzformil adalah 

peraturanjyang mengatur tentangzcara menegakkanjhukum materiil jikajdilanggar. UUjNo. 5 

Tahunz1986 jojUU No. 9jTahun 2004jjo UU No. 51 Tahunz2009 (selanjutnyaidisebut dengan 

UU PTUN) merupakan hukumiformil. KeberadaaniUU PTUN ada lebihidahulu dibandingkan 

dengan UU AdministrasijPemerintahan, akanjtetapi isi darijUU PTUN dan UUjAdministrasi 

Pemerintahanamengatur hal-halayang tidakasama, diaantaranya menyangkutakompetensi 

absolutjPTUN. UU AdministrasijPemerintahan memberikanjkewenangan absolutjpada PTUN 

yang lebihzluas (lebihzbesar). Dengan kewenanganzabsolut yang lebihzbesar, kewenangan 

PTUN melaksanakan pengawasanzterhadap pejabatjpemerintahan juga semakinjbesar. 

Administrasizpemerintahan dalam halzini didefinisikanzsebagai tindakanzpejabat atau 

badanaipemerintahan yang mempunyaiakekuatan hukum mengikatasecara eksternalayang 

didasarkanakepada pengujianasyarat dan prasyaratayang sudah ditetapkan dalamzundang-

undang atau produkzhukum lainnya. UU AdministrasizPemerintahan mengaturahubungan 

antaraabadan atau pejabat administrasizpemerintahan denganzmasyarakat. Dalamzhubungan 

antara badanaatau pejabat administrasiapemerintahan dengan masyarakataini sangataerat 

kaitannya denganzbadan atau pejabatzyang melakuakan urusanzpemerintahan, sebagaimana 

disebutkanzdalam Pasalj1 butir 1zUndang-UndangjNomor 5 Tahunj1986 tentangzPeradilan 

TatajUsahazNegara (UUjPERATUN) adalah Badanzatau Pejabat TatazUsaha Negara. Badan 

atau PejabataTata Usaha Negaraaidalam melakukan urusanaipemerintahan, mempunyai 

kewenangan mengeluarkanasuatu KeputusanaTata UsahaaNegara. Keputusan TataaUsaha 

Negara  inilahayang bersinggungan denganzmasyarakat dalam hal pelayananzpublik. 

UU Administrasi Pemerintahan mengaturjhubungan hukumjantara badan ataujpejabat 

administrasijpemerintahan dengan masyarakatjdalam wilayah hukumjpublik. Undang-undang 

ini menetapkanzbatasan dan aturanzyang memuat kewajibanzdan hak keduazbelah pihak 

tersebut (badanaiatau pejabat administrasiaipemerintahan denganaimasyarakat). Gugatan 

terhadap pelanggaranzketentuan undang-undangzini bisa diajukan kepadazBadan Peradilan 

Tata UsahazNegara dengan hukumzacara berdasarkanzUndang-UndangjNomor 5jTahunj1986 

tentangaPeradilanjTata UsahaaNegara jo.jUndang-UndangaNomor 9jTahun 2004jtentang 

PerubahanjataszUndang-UndangjNomor 5jTahun 1986jtentang PeradilanzTata UsahajNegara 

jo.jUndang-UndangzNomor 51jTahun 2009jtentang PerubahanjKeduazatasjUndang-Undang 

Nomorj5 Tahunj1986 tentangjPeradilanjTata UsahajNegara. 

Padaaiumumnya, peradilanaiadministrasi negaraaibertujuan menjaminaipersamaan 

kedudukanaiiwarga masyarakataiidalam hukum. Secara khususaiibertujuan menjamin 

terpeliharanyaahubungan yangaserasi, seimbangaserta selarasaantara aparaturadi bidangatata 

usahaanegara denganapara wargaamasyarakat. Salahasatu permasalahanapokok dalamastudi 

tentangadasar-dasar hukumaadministrasi adalahapelajaran tentangaadanya atauadikenalnya 

berbagaijmacam kontroljatau pengawasanjyang dapatjdilakukan terhadapjpemerintah. Dalam 
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melaksanakanapenyelenggaraan pemerintahanaiuntuk kesejahteraanaiumum danaipelayanan 

kepentinganaiumum, makaaiterhadap pemerintahaselaku organaadministrasi negaraaidapat 

dikenakanjberbagai bentukjpengawasan (Lotulung, 1986). 

Namunaidengan berlakunyaaiUU AdministrasiaiPemerintahan, reformasiaihukum 

administrasianegara bergerakamenuju paradigmaabaru, sehinggaaidibutuhkan penyelarasan 

hukumaiacara peradilanaiadministrasi yangaiharmonis. Pelaksanaanaiharmonisasi peraturan 

perundang-undanganjdi Indonesiajsudah merupakanjsuatu kebutuhanjyang mendesakjkarena 

permasalahanaipembangunan hukumaisemakin hariaimembutuhkan pendekatanaiyang lebih 

komprehensif. Pendekatanaipenanganan pembangunanaiyang masihaimengandalkan pada 

pendekatanasektoral hanyaaakan mengakibatkanapenyelesaian yangatambal sulam, sehingga 

tidakamenyelesaikan berbagaiapermasalahan dalamjpelaksanaan pembangunanjnasional yang 

ada. 

UU AdministrasiaiiPemerintahan sebagaiaiipengaturan baruaiidi bidangaiihukum 

administrasiaiinegara mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undangaiiini 

merupakanahal baruadi bidangahukum administrasianegara yangamenjadi dasarapelaksanaan 

dalamapengambilan keputusanaoleh badanadan atauapejabat tataausaha negara. Pelaksanaan 

administrasiapemerintahan sebelumadikeluarkannya Undang-UndangaNomor 30 Tahun 2014 

selainaberdasarkan peraturanaiperundangan yangaiberlaku jugaaiberdasarkan norma, asas 

hukumaadministrasi negaraayang ada. Normaaserta asasahukum administrasianegara yang 

sifatnyaaiitidak tertulis, pada prakteknyaaibanyak menimbulkanaiiketidakjelasan dalam 

penyelenggaraanapemerintahan. Normaaserta asasahukum administrasianegara tersebutaperlu 

untukaiidiberi bentukaiidalam hukumaiipositif, sehinggaaiidapat menjadiaiidasar dalam 

penyelenggaraanapemerintahan. 

UU AdministrasiaPemerintahan sebagaiahukum materiilabidang hukumaadministrasi 

negaraadan sebagaiadasar hukumapenyelenggaraan pemerintahan. Diasatu sisi, sebagaiasalah 

satuaibatu ujiaibagi PengadilanaiTata UsahaaiNegara dalamaimelakukan pemeriksaanadan 

pengujianaobyek gugatan. Diadalam UU No. 30 Tahun 2014 terdapatjpengaturan-pengaturan 

yangaharus diserasikanadan diselaraskanadengan UUjNo. 5jTahun 1986 jojUU No. 9jTahun 

2004jjojUU No.51jTahun 2009jtentangjPerubahan KeduajAtas UUaNo. 5aTahuna1986 

tentang PeradilanjTata UsahajNegara. 

UU AdministrasiaPemerintahan meniscayakanjadanya pengaturanjyang jelasjterhadap 

tertibaadministrasi pemerintahanadalam menjalankanapemerintahan sepertiamengatur tentang 

kewenangan, jenis-jenis Keputusan, sistem danaimodel pengujianaiiKeputusan, sanksi 

administratifaiidan lainaiisebagainya. Dalamaiikonteks penegakanaiiihukum terhadap 

penyelenggaraanapemerintahan, makaaUU APjini jugajmenjadi landasanjbaru bagijPeradilan 

TatajUsaha Negarajdalam mengujijsengketa TatajUsaha Negara. 

 

Metode Penelitian  

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupundoktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun jenis penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang 

mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hokum (Hadjon, 1997). 
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Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan 

beberapa pendekatan masalah adalahjPendekatan perundang-undangan (statute approach) 

yaitu sebuah pendekatan denganzmenggunakan peraturanzperundang-undangan sebagai 

bahan hukumjprimer. Menurut (Marzuki, 2017) yangjdimaksud denganjpendekatan 

perundang-undangan yaitu pendekatanaidengan menggunakan legislasiaidan regulasi. 

Pendekatan konseptual (conseptual approach) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang 

berkaitan dengan konsep tentang sebuah pendekatan yangaiberanjak dariaipandangan-

pandangan danzdoktrin-doktrin yangzberkembang di dalam ilmuzhukum yaitu pandangan-

pandangan danzdoktrin-doktrin tentangzhukum perjanjianzdalam hal ini khususnyazmengenai 

perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan. Sebagaimana pendapataiiPeter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam 

menggunakanapendekatan konseptualaperlu merujukaprinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip 

ini bisa ditemukan dalamapandangan-pandangan sarjanaaataupun doktrin-doktrinahukum. 

Meskipun tidak secaraaeksplisit, konsepahukum bisa jugazditemukan di dalamaUndang-

undang. 

Sumber Bahan Hukum penelitianjini terdiri dari bahanjhukum primer (primary legal 

resourse), bahanahukum sekunderai(secondaryalegal resourse) dan bahanahukum tersier 

(tertiary legal resource). Bahan hukum primer (primary legal resourse) yakniabahanahukum 

yang mengikat yang bersifataautoritatif artinyaamempunyai otoritas, seperti perundang-

undangan, catatan resmijatau risalahjdalam pembuatanjperundang-undangan  yang berkaitan 

dengan perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan. Bahanjhukum sekunderj(secondary legaljresourse) yakni bahanahukum yang 

memberikanapenjelasan terhadapabahan hukumaprimer sepertiabuku-buku, hasilapenelitian, 

jurnalailmiah,jartikel, pendapat dari para ahli, pendapat dari para sarjana, hasiljkarya ilmiah 

bidangahukum, suratakabar, danabahan-bahan hukumapendukung lainnya. Bahanahukum 

tersierai(tertiary legalaresource) yakniabahan hukumayang dapatamemberikan petunjuk 

maupunapenjelasan teriadap bahanahukum primeradan sekunderaseperti ensiklopedia dan 

kamusjhukum, Kamur BesarjBahasa Indonesia,jdan berbagai kamusjlainnya. 

   

Hasil dan Pembahasan  

1.1. Implikasi Undang-Undang AdministrasijPemerintahan terhadapjfungsi PTUN 

UUaNo. 30aTahuna2014atentangaAdministrasi Pemerintahanaberkedudukan sebagai 

hukumjmateriil dari sistemjPeradilan Tata UsahajNegara, sementara hukumjformilnya adalah 

UUaNo. 5 Tahuna1986 joaUU No. 9aTahun 2004ajo UUaNo. 51aTahun 2009atentang 

PerubahanaKedua AtasaUU No. 5aTahun 1986 tentangaPeradilan TataaUsaha Negara. 

Hubunganahukum yang timbulzantara hukumzmateriil dan hukumzformil adalah bersinergi 

satuzterhadap yangzlain, agar sistemzPeradilan TatazUsaha Negara bisa terlaksanazdengan 

baik. PeradilanaTata UsahazNegara melaksanakan pengujianzterhadap keputusanzdan/ atau 

tindakanzBadan atau PejabatzTata UsahaZNegara berdasarkanjperundang-undanganayang 

sesuaiadenganzUU No.30jTahun 2014jtentangzAdministrasi Pemerintahanjsertazperundang-

undangan yangjsesuai dengan dasarjgugatan Penggugat sertajAsas-asas UmumjPemerintahan 

yang Baik.  

Sesuaizdengan interpretasizsistematis untuk melihatzhubungan hukumzantara UU No. 

30 Tahun 2014 tentangzAdministrasi Pemerintahanzdengan UUjNo. 5jTahunj1986 jojUU No. 
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9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentangzPerubahan KeduzAtas UU No. 5 Tahun 

1986 tentangzPeradilan TatazUsaha Negara, bisa dikatakanzbahwa sengketazAdministrasi 

Pemerintahanjyang disebut Pasal 85 ayat (1) dan (2) UUzNo.30 Tahun 2014 adalahjsengketa 

tata usahaznegara sesuaiaisizPasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentangzPeradilan Tata 

UsahazNegara. 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkanzbahwa kekuasaanzkehakiman dilakuakan 

oleh MahkamahzAgung dan badanzperadilan dibawahnya, yaitujlingkungan peradilanjumum, 

lingkungan peradilanzagama, lingkungan peradilanzmiliter, lingkungan peradilan tatazusaha 

negarazdan oleh sebuahZMahkamah Konstitusi. Hal tersebutjdi tegaskan kembalijdalamjPasal 

18, 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentangjKekuasaanjKehakiman, dan menunjukkanjkompetensi 

setiap badanaiiiperadilan berdasarkanaiiperundang-undanganaiiiyang menjadiaiiidasar 

pembentukannya. 

 
Gambar 2.1. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara 

Kompetensiaabsolut mengenai kewenanganamengadili sengketaatata usahaanegara 

ditegaskanapada Pasala47 UUaNo. 5 Tahuna1986atentangaPeradilan TataaUsahaaNegara, 

menyatakanaibahwa Pengadilan bertugasaidan berwenangaiimemeriksa, memutusaiidan 

menyelesaikanaisengketa TataaUsaha Negara. Pasala87 huruf a UUaNo.30 Tahun 2014 

menyebutkanjbahwa KeputusanjTata UsahajNegara sebagaimanazdimaksud dalam UUjNo.5 

Tahunj1986 jozUUaNo. 9 Tahuna2004 jo UUzNo. 51aTahun 2009aharuszdimaknaijsebagai 

penetapanatertulis yang jugaamencakup tindakanaifaktual. Hal iniaiberhubungan dengan 

kompetensizabsolut badanjperadilan. 

Denganaiberlakunya UUaNo. 30aTahun 2014 tentangaAdministrasiaPemerintahan, 

kewenanganjabsolut PTUN mengalamizperluasan. Berdasarkan UUjPTUN, kewenanganjatau 

kompetensi absolutaPTUN terbatasaimenanganiaisengketaaiyang obyeknya KTUNatertulis. 

Lebihadetailnya, KTUN sebagaimanaadimaksud dalamaPasal 1aangka 3aUU No. 5aTahun 

1986 jojPasal 1jangka 9 UUjNo. 51 Tahunj2009jadalah sebagaijberikut:  

“KTUN adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN 

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 

Berdasarkan ketentuanatersebut, ditunjukkanabahwa kewenangan atauakompetensi 

absolut PTUNadibatasi padaaKTUN yang tertulisadan bersifataindividual, denganzdemikian 

KTUNzyang berlakuZumum (tidakzindividual) dan tindakananyata yangadilakukan oleh 

pejabatjpemerintahan bukanjmenjadi obyekjsengketa yangjmenjadi kewenanganjPTUN.  

Selanjutnya dalamaUU AP, konsepsiaKTUN ini diaturzlebih detail danzmenyeluruh, 
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sehinggaaimenimbulkan konstruksiaibaru tentangaielemen-elemen yangaiterkandung dalam 

KTUNjyang akanjmenjadi obyekjgugatan di PengadilanjTata UsahajNegara (PTUN). Pasal 1 

butir 7 berbunyaKeputusan administrasiapemerintahan yangajuga disebut KeputusanaTata 

UsahaaNegara atau KeputusanaAdministrasi Negara yangaselanjutnya disebutaKeputusan 

adalah ketetapanatertulis yang dikeluarkanaoleh Badan dan/atauzpejabat pemerintahanzdalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Ruangalingkup sumberaterbitnya KTUNayang berpotensi 

menjadiasengketa di PTUNjjuga semakinjluas karena disebutkanjdalam Pasal 87, Keputusan 

Badanjdan/atau PejabatjTUN di lingkunganjeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara 

negarajlainnya. 

Peradilanaadministrasi sesungguhnyajmerupakan genusjperadilan (Fachruddin, 2004). 

Montesquieujdan Kant yangjmempertahankanjpandangan klasikjberpendirian bahwajundang-

undang adalahjsatu-satunya sumber hukumzpositif. Hakimzharus mengadilijmenurut undang-

undang danaitidak bolehaimenilai intiaiatau keadilanaidariaiundang-undang (Fachruddin, 

2004). SementaraaUndang-undang selaluatidak sempurnaaikarena pembuatnyaatidak dapat 

memprediksiasegala sesuatuzyang akanaterjadi dizkemudian hari. Putusanzadalah hakikat 

peradilan,zinti danztujuan darizsegala kegiatanzatau proseszperadilan, memuatzpenyelesaian 

perkaraayang sejakaproses bermulaatelah membebaniapihak-pihak. Dariarangkaian proses 

peradilan tidakjsatupun dijluar putusanjperadilan yang dapatjmenentukan hak suatujpihak dan 

beban kewajibanaipada pihak lain, sahaitidaknya suatuatindakan menurutaihukum dan 

meletakkanakewajiban untukaidilaksanakan olehaipihak yangaidiwajibkan dalamaiperkara. 

Diantarajproses peradilanjhanya putusan yangjmenimbulkan konsekuensijkrusial kepadajpara 

pihak (Fachruddin, 2004). 

Perubahanaisignifikan mengenaiaikonstruksi definisiaiKTUN dalamaiUU APaakan 

memperluas maknaaiKTUN tersebut. Definisiaisebuah KTUNahanya menggunakanakriteria 

berupa ketetapanatertulis, dikeluarkanaoleh Badan ataujPejabat Pemerintahanjdan ketetapan 

tersebutjdikeluarkan dalamjrangka penyelenggaraanjpemerintahan. Dibanding definisi KTUN 

yangjdiatur dalamaUU PTUNamemberikan kriteriazyang lebihzsempit. SebuahzKTUN harus 

memenuhiaunsur konkret, individual, danafinal, yangamenimbulkan akibatahukum bagi 

seseorangjatau badanzhukum perdata. Denganzadanya definisiayang lebihjluas dalamaUU 

AP, kriteriazKTUN dalam UUzPTUN menjadi tidakjrelevan lagi. Namunjdalam pasal 87jUU 

AP menjunjukkanjkriteria KTUNjyang diaturzdalam UUzPTUN masih diakuizeksistensinya 

sepanjangzdiberikan pemaknaanjyang lebihjluas terhadapjmakna sebuahjKTUN. Pemaknaan 

yang lebih luas tersebut tentunya mengakibatkan konsekuensi tersendiri. 

Setelahaberlakunya UUaNo. 30 Tahun 2014, kewenanganaabsolut PTUNjmengalami 

perluasan. Pernyataanjini disimpulkanzdari pendapat (Simanjuntak, 2014) yangzmenyatakan, 

“Dalam UUaiiAdministrasi Pemerintahanaiiidiatur perluasan kewenanganaiiPeradilan 

Administrasi”. Hal inijdiperkuat lagijdenganjpendapat (Wahyunadi, 2016) yangzmengatakan 

bahwa “Adanyazperubahan konsepahukum yang diaturadalam UUaPeratun, memperluas 

kompetensijPTUN”.  Perluasanjkewenangan tersebut adalahjsebagaijberikut: 

a. Kewenanganayang obyekasengketanya adalah KTUNayang mempunyaiakriteria sebagai 

berikutasebagaimana diaturadalam Pasal 87 UU AdministrasiaPemerintahan. Berdasarkan 

ketentuanaitersebut, selainaimemeriksa, memutus,aidan menyelesaikanaisengketa yang 

obyeknyaaiKTUN yangaitertulis, PTUN jugaaiberwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikanjtindakan nyata yangjdilakukan oleh pejabatjTUN. Selain itujjuga diberikan 



Perkembangan Peradilan Administrasi Pasca Lahirnya Undang-Undang  

Administrasi Pemerintahan 

  
 

 

Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021 

                            
911 

kewenanganamemeriksa, memutus,zdan menyelesaikanaikeputusaan yang berlakuaibagi 

masyarakat;  

b. Kewenanganamemeriksa, memutusadan menyelesaikanaigugatan tentangaiada tidaknya 

unsurapenyalahgunaan wewenang;  

c. Kewenanganaiimemeriksa, memutus, dan menyelesaikanaiipermohonan penerimaan 

keputusanjfiktif positif.  

  Perluasanz(expantion) kompetensizabsolut PTUNzakan menyebabkanzjumlah kasus 

yangzdimintakan penyelesaiannyazoleh masyarakatzke PTUNzjuga semakinztinggi. Halzini 

dapatzmenyebabkan tekanan,zintervensi, pengaruhzdari lembagazeksternal maupunzdari para 

pihakzjuga semakinztinggi. Intervensijterhadap hakimjyang mengadilijdalam perkarajyang 

obyeknyajberdasarkan UUjAdministrasiaPemerintahan disampaikanasebagai berikut: Agar 

prosesapersidangan dapataberjalan denganabaik sertaaputusan berpihakapada keadilanaharus 

dilakukanapenyesuaian terlebihadahulu. Pada prosesaperadilan yangapertama UUaini, yaitu 

yangaiimelibatkan PT TUNaiiMedan danaiipengacara kondang O.C. Kaligisaiiternyata 

menimbulkanaimasalah. Hakimaidan pengacara terlibataikasus suap danaisaat ini sedang 

diperiksa olehaKPK. Hal ini menandakanarentannya UU inizterhadap penyalahgunaanjjika 

tidak dibarengijdengan perbaikanjsumber dayajmanusia (Heriyansyah, 2017). 

  Berdasarkanapendapat tersebutamenunjukkan bahwa, dalam prosesaperadilan yang 

perkaranyaamendasarkan padajUU AdministrasiaPemerintahan telahaterjadi kasusjsuap, yang 

menunjukkanaibahwa integritasaihakim rendah danaimudah dipengaruhiaipara paraapihak 

khususnyaaipemohon dalamaimemutus perkara. Adanyaaikasus suapaidalam penanganan 

sengketaayang mendasarkanapada UUaAdministrasi Pemerintahanatersebut, memperlihatkan 

bahwaaifungsi PTUNaiyang semakinalemah, karenaaiPTUN tidak dapataberfungsi untuk 

mendorongjterwujudnya pemerintahjyang bersih danjberwibawa.  

  Perluasan (expantion) kompetensiaiiabsolut pengadilanaiiakan memperkuataiatau 

memperlemahaifungsi PTUNatergantung padaaindependensi pengadilanaitermasuk hakim-

hakim maupunjstaf pengadilanjyang lain. Pentingnyajindependensi lembagajperadilan adalah 

sebagaijberikut:  

“Judicial independence is often misunderstood as something that is for the 

benefit of the judge. It is not. It is the public’s guarantee that a judge will be impartial. 

Judicial independence protects individuals and the community. The protection of judicial 

independence is enforced so that the parties will know they were dealt with fairly, that 

they received a fair trial, and a fair hearing from a judge insulated from any improper 

outside influence and who was bound only by his or her oath of office,nwhich is to 

render justice according to law. To be efficient and meet its objective, judicial 

independence must also protect judges. Judges have a responsibility to protect their 

independence and impartiality. They do so not out of self-interest, but as an obligation to 

the public, which has entrusted them with decision-making power and to whom they are 

ultimately accountable to maintain the public’s confidence in the justice system. The 

protection of judicial independence is intended to go much farther than simply any 

particular case or any particular persons who cannot otherwise resolve their problems. 

The protection is for the entire community. It is a public trust. The community must have 

confidence in its system of justice and be comfortable in the knowledge that fairness, 
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openness, and immunity from improper influence are characteristics of its judiciary. In 

this way, the community will believe that all citizens can expect the same treatment 

according to the Rule of Law [What is the “Rule of Law?”(Why is Judicial Independence 

Important to You?, 2020). 

Independensi pengadilanaiipenting untukaiiimasyarakat, sehinggaaiiimasyarakat 

mendapatkanaijaminan akanamemperoleh perlindunganaiyang adilaidari lembagaaperadilan. 

Keberadaanjpengadilan tanpajdilengkapi denganjindependensi darjdari hakim dan pegawai 

pengadilanalainnya, makaaikeberadaan lembagaaperadilan tidak ada gunanyaadan hanya 

merupakanaipemborosan uangainegara. Harusaiada standaraiindenpendensi hakimaidan 

diimplementasikannyajstandar tersebutjoleh parajhakim dan stafjpengadilan.  

Standarjindependensi pengadilanjadalah sebagaijberikut:  

a. individual judges should enjoy personal independence and substantive independence. 

Personal independence means that the terms and conditions of judicial service are 

adequately secured so as to ensure that individual judges are not subject to executive 

control. Substantive independence means that in the discharge of his/her judicial 

function a judge is subject to nothing but the law and the commands of his/her 

conscience;  

b. the Judiciary as a whole should enjoy autonomy and collective independence vis-àvis 

the Executive;  

c. participation in judicial appointments and promotions by the executive or legislature 

is not inconsistent with judicial independence provided that appointments and 

promotions of judges are vested in a judicial body in which members of judiciary and 

the legal profession form a majority. Appointments and promotions by a non-judicial 

body will not be considered inconsistent with judicial independence in countries 

where, by long historic and democratic tradition, judicial appointments and 

promotion operate satisfactorily;  

d. the Executive may participate in the discipline of judges only in referring complaints 

against judges, or in the initiation of disciplinary proceedings, but not the 

adjudication of such matters. The power to discipline or remove a judge must be 

vested in an institution, which is independent of the Executive. The power of removal 

of a judge should preferably be vested in a judicial tribunal. The Legislature may be 

vested with the powers of removal of judges, preferably upon a recommendation of a 

judicial commission; e. the Executive shall not have control over judicial functions 

(New-Delhi Standards, 2020). 

 

Pernyataanjtersebut dijatas bisa diartikanjsebagai berikut:  

a. independensi yangaiharus dimiliki hakimaiiyaitu personalaiiindependence dan 

substantivejindependence. Independensijpersonal berarti bahwajkeadaan ataujsituasi 

pelaksanaanatugas yang amanadan bebasadari pengaruhaeksekutif. Independensi 

substantifaberarti bahwaadalam melaksanakanatugas danakewenangan memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikanasengketa, hakimzhanya berdasarkanzpada hukumzdan 

keyakinan hatijnuraninya;  

b. pengadilan secaraaikeseluruhan harusaiotonomi danaiindependen secaraaikolektif 

terutama terhadapjeksekutif;  
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c. eksekutifaitidak diperbolehkanaiuntuk melakukanaipengawasan terhadapaifungsi 

pengadilan;  

d. negaraziseharusnya memberikanzkewajiban kepadazeksekutif untukzmelaksanakan 

putusanzpengadilan. Pengadilanzseharusnya diberikanzkekuasaan untukzmengawasi 

terhadapjpelaksanaan ataujeksekusi putusanjpengadilan;  

e. gajiadan kenaikannyaaserta pensiunahakim seharusnyaaindependen danabebas dari 

controljpemerintah (seksekutif);  

f. eksekutifaseharusnyaztidak mempunyaizkewenangan untukzmenutup atauamenunda 

operasionaljsistem peradilanzpada semuazjenjang peradilan. Meluasnyazkewenangan 

absolutaiPTUN dalamaikenyataannya berpengaruhaiterhadap independensiaihakim 

PTUNjdalam memeriksa,jmemutus, dan menyelesaikanjperkara.  

KelemahanePTUN selamaeini di antaranyaeadalah rendahnya daya paksa pelaksanaan 

putusanedan budayaekepatuhan pejabatepemerintahan terhadapePutusan PTUN. Berdasarkan 

analisis (Simanjuntak, 2014), faktor-faktoreyang mempengaruhiekualitas penegakanehukum 

di antaranyaeadalah budayaehukum yangeberupa disiplinedan sadarehukum, patuhedan taat 

terhadapehukum. Salahesatu standareindependensi peradilaneseperti yangetelah disebutkan 

sebelumnyaeadalah “Negaraeseharusnya memberikanaikewajiban kepadaaeksekutif untuk 

melaksanakanaiputusan pengadilan. Pengadilanaiseharusnya diberikanaikekuasaan untuk 

mengawasijterhadap pelaksanaanjatau eksekusi putusanjpengadilan”.  

Standarjtersebut justrujyang menjadijkelemahan PTUNjhingga saatjini, yaitujbahwa 

pengadilan tidakjmempunyai kekuatanjuntuk memaksakanjagar PutusanjPTUN dilaksanakan 

olehjPejabatjPemerintahan. Berdasarkanahal tersebutamaka dapatjdisimpulkan bahwajPTUN 

belumaimemenuhi standaraiindependensi lembagaaiperadilan yangaiideal. Bertambahnya 

kompetensiaiabsolut PTUNaitanpa diimbangiaijaminan pelaksanaanaiputusan yangadapat 

dipaksakanajustru akanasemakin memperlemahafungsi PTUNasebagai lembagaapengawasan 

terhadapJpemerintahan danJsebagai pengayomJmasyarakat. 

 

1.2. PenguatanaFungsi PTUN Pasca LuasnyaaKompetensi AbsolutJPTUN dalam UU 

Administrasi Pemerintahan 

PTUN mempunyaiJfungsi sebagaiJlembaga pengawasanJyuridis terhadap pemerintah. 

Sebagaiailembaga pengawasan, PTUN mempunyaiaitugas untukaimengawasi pejabat 

pemerintahan, apakah pejabataipemerintahan dalamamembuat keputusanaatau melakukan 

tindakanJsesuai denganJperauran perundangunJdangan danJAsas UmumJPemerintahan yang 

BaikJ(AUPB) atauJtidak. PengertianJpengawasan dalamJbahasa Inggris “Control”,Jdalam 

bahasaaiPerancis “Controle”, danaiIdalam bahasaaiJerman “Kontrolle”, yangaiartinya 

“mengawasi” atau “mengendalikan”. MeskipunJmakna pengawasanJdan pengendalianJada 

yangJmemberikan maknaJyang berbeda. Berkaitanjdengan pengertianjpengawasan, (Hood, 

2005) mengatakanjsebagaijberikut:  

 

“Control in the sense used in this book is a synonym for steering or governance. Put 

abstractly, control is whatever keeps the state of any given system within some desired 

subset of all its possible states. To evaluate the existence or extent of control in that sense 

always involves judgement, and the existence of control can never be induced from 
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indices of input or activity.”  

 

Pengawasanaibisa diartikanaisebagai sistemapengendalian. Pengawasanaimerupakan 

upayaamenjaga keadaanaatau sistem tertentuaiyang diinginkanadari semuaakeadaan yang 

mungkinaiterjadi diailuar yangaidiinginkan. Untukaimengevaluasi adanyaaiatau jangkauan 

pengawasanadiperlukan penilaian, danaadanya pengawasanauntuk mengetahuiadan menilai 

adanyajkecocokan inputjatau kegiatan.  

Pengertianjpengawasanjmenurut (Situmorang, 1998) adalahjsebagai berikut,j“Proses 

pengamatanjdaripada pelaksanaanaseluruh kegiatanaorganisasi untukamenjamin agarasupaya 

semua pekerjaanaiyang sedangaidilakukan berjalanaisesuai denganairencana yangaitelah 

ditentukan sebelumnya”. 

Berdasarkanapendapat tersebut, menunjukkanabahwa pengawasanaadalah hanyalah 

kegiatanaiuntuk menjaminaikecocokan antaraairencana danaipekerjaan yangaidilakukan. 

Pengawasanalebih difokuskanjpada kegiatan-kegiatan yangjsedang berjalan, jadijpengawasan 

sifatnyajadalab bersifatjpencegahan agarjketidakcocokan antarajrencana danjkegiatan tidak 

terjadi. (Situmorang, 1998) memberikanaiipengertian pengawasanaiisebagai berikut, 

“Pengawasanjadalah setiapjusaha danjtindakan dalamjrangka untukjmengetahui sejauhjmana 

pelaksanaanjtugas yangjdilaksanakan menurutjketentuan danjsasaran yangjhendak dicapai”. 

“Control” dalamjBahasa Inggrisjmempunyai artij“mengawasi” danj“mengendalikan”, 

tetapiasebenarnya antaraaistilah “pengawasan”adan “pengendalian”aitu mempunyaiamakna 

yangaiberbeda. Menurut (Muchsan, 1997), perbedaanjpengawasan danaipengendalian itu 

adalahasebagai berikut: Ujudapengawasan adalahjkegiatan untukjmenilai suatujpelaksanaan 

tugasjsecara dejfacto, sedangkanatujuan pengawasanahanyalah terbatasapada pencocokan 

apakahakegiatan yangadilaksanakan telahasesuai denganatolok ukurayang telahaditentukan 

sebelumnyaa(dalam halaini berujudasuatu rencana/plan). Denganademikian dalamakegiatan 

pengawasanatidak terkandungakegiatan yangabersifat korektifaataupun pengarahan. Itulah 

sebabnyaaiisarjana membedakanaiipengertian antaraaiipengawasan danaiipengendalian. 

Pengendalianaiilebih luasaiilingkup pengertiannyaaiidaripada pengawasan, sebab dalam 

pengendalianaiini diaisamping kegiatanaipengawasan jugaaimeliputi tindakanaikorektif dan 

pengarahan. Mudahlahaidimengerti apabilaaisarjana iniaimembuat suatuaihipotesa bahwa 

pengendalianj(DAL) adalahapengawasan (WAS)aditambah denganatindakan korektifj(TK), 

atauaipengawasan (WAS) adalah pengendalian (DAL) yangadikurangi denganatindakan 

korektif (TK). 

Pengawasanaimempunyai maknaaiyang lebihaisempit dibandingkanaipengendalian. 

Pengawasanamerupakan kegiatanamenilai apakahasuatu kegiatanaitu sesuaiadengan rencana 

yangjtelah ditentukanjdan/atau sesuaijdengan peraturaniperundang-undanganayang berlaku. 

Pengawasanatidak meliputiakegiatan menindaklanjutiadari hasilapengawasan itu. Mengenai 

mekanismeapengawasan, (Hood, 2005)., mengatakanasebagaijberikut:  

 

“In orthodox constitutional theory, the two classical institutional mechanisms for 

making executive government accountable and keeping it under control in 

liberaldemocratic states are oversight by elected representatives and legal adjudication by 

an independent judiciary.  
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Berdasarkanapendapat ChristopheraHood tersebut, adaadua mekanismejpengawasan 

institusionalaiklasik dalamaimengawasi eksekutifaiatau pemerintahayaitu pengawasanaoleh 

perwakilanjterpilih (dijIndonesia dikenaljdengan lembagajDPR) danjputusan pengadilan yang 

sahjoleh pengadilanjindependen termasukjdi dalamnyajPTUN.  

PTUN merupakanasalah lembagaayang fungsinyaamelakukan pengawasanaterhadap 

pejabatapemerintahan. Apabilaadilihat dariamakna pengawasanayang bisaamempunyai dua 

maknaapengawasan danaipengendalian, makaaisistem PTUNaimerupakan prosesaikegiatan 

melakukanapengawasan terhadapjpejabat pemerintahanjdalam artijsempit, yaituapengawasan 

tanpaadilengkapi denganakewenangan menindaklanjutiahasil dariapengawasan itu. Tindak 

lanjutaterhadap hasilapengawasan tersebutabukan merupakanabagian dariasistem PTUNaitu 

sendiri.jTindak lanjutaiterhadap hasilaipengawasan PTUNaimerupakan kewenanganaidari 

eksekutif. Bertambahjluasnya kewenanganjabsolut PTUN makajsemakin besarjharapan dari 

rakyataipencari untukaimendapatkan keadilanaimelalui PTUN. Dalamaihal PTUNaidapat 

memenuhiaharapan rakyatjuntuk mendapatkanakeadilan, makaafungsi PTUNamenjadi kuat. 

Ukuranafungsi PTUNaitu kuataatau tidak, menurutapenulis dapatadilihat dariaperlindungan 

hukumjyang adiljyang diperolehjrakyat pencarijkeadilan. Semakinjbesar kewenanganjabsolut 

PTUN danaisemakin besaraiharapan masyarakataiterhadap PTUNaiuntuk mendapatkan 

perlindunganahukum, tetapiasebaliknya dayaapaksa terhadapapelaksanaan putusanaPTUN 

masiharendah. Halaini akan menyebabkanaimasyarakat tidakaimendapatkan perlindungan 

hukumjyang adiljdari PTUN.  

Selainasebagai lembagaipengawasan, PTUNjjuga mempunyaijfungsi sebagaijlembaga 

peradilan. Fungsiaiperadilan adalahaimenegakkan hukumadan keadilanayang berlandaskan 

dasaranegara yaituaPancasila. Lembagajperadilan berfungsijsebagai penegakjhukum bertugas 

untukjmemeriksa, mengadili,adan memutusasetiap perkaraayang diajukanakepadanya agar 

mendapatkanakeadilan. Perkaraayang masukatidak bolehaditolak hakimapengadilan dengan 

alasanatidak mampuaatau tidakaada hukumayang dapatadipakai untukamenyelesaikannya 

(Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Jenisjperkara yangjmasuk disesuaikanjdengan 

tugasjdan kewenanganjdari tiapjlembaga peradilanjyang ada. Lembagajperadilan merupakan 

lembagajyang berfungsijmenegakkan hukumjdan keadilanjdengan baik, apabilajdalam sistem 

peradilanaitersebut adaaijaminan bahwaaieksekusi putusanaidapat dipaksakan, sehingga 

penggugatjbenar-benar mendapataperlindungan hukumahingga tuntas, yaituaputusan benar-

benarjdapat dilaksanakan. Eksekusijsebagai tindakanjhukum yangjdilakukan olehjpengadilan 

kepadajpihak yangjkalah dalamjsuatu perkarajmerupakan aturanjdan tatajcara pengajuanjdari 

prosesapemeriksaan perkara. Eksekusiadengan kataalain merupakanjpelaksanaan isiaputusan 

hakimayang dilakukanasecara paksaadengan bantuanapengadilan, apabilaapihak yangakalah 

tidakjmau melaksanakanjputusan tersebutjsecara sukarela (Holijah, 2014). 

Pelaksanaanaiiputusan PTUNaiidiserahkan kepadaaiikesukarelaan pejabataiiuntuk 

melaksanakannya. Berdasarkanaihal tersebutaidi atas menunjukkanaibahwa, pelaksanaan 

(eksekusi)jputusan PTUNjbukan merupakanjbagian darijfungsi PTUN, tidakjseperti lembaga 

peradilanjseperti peradilanjperdata, peradilanjpidana, peradilanjagama, di manajpelaksanaan 

ataujeksekusi putusanjmerupakan bagianjdari sistemjperadilanjitu sendiri. Dapatjdisimpulkan 

bahwa, sistemjperadilan tatajusaha negarajtidak tuntasjdalam mengaturaproses penyelesaian 

sengketaahingga eksekusiaputusan. Padahalasecara umum, semuaaproses peradilanaseperti 
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peradilanaperdata, peradilanapidana, danaperadilan agama, mengaturapenyelesaian sengketa 

hinggaaipengaturan mengenaiaieksekusinya. Hal iniaidapat disimpulkanaidari tugasaidan 

wewenangjPTUN yaitu “menyelesaikanasengketa TUN”.  

Fungsiaiperadilan PTUNaidapat dilihataipada tujuanaiPTUN dalamaimemberikan 

perlindunganjhukum yangjadil bagi pencarijkeadilan. Fungsijperadilan PTUNjnampak pada 

prosesaiipelaksanaan tugasaiidan wewenangaiiPTUN dalamaiimemeriksa, memutusaidan 

menyelesaikanaiisengketa tataaiiusaha negara. Dariaiiproses memeriksa, memutusaiidan 

menyelesaikanaiisengketa tataaiiusaha negaraaiitersebut, pencariaiikeadilan mendapatkan 

penyelesaianjyang memuaskanjyaitu gugatanjdikabulkan danjputusannya dapatjdilaksanakan, 

sehinggaapencari keadilanadapat menikmatiakemenangannya. Dalamahal pencariakeadilan 

dapataiimenikmati kemenangannya, maka dapataidikatakan bahwaaiipencari keadilan 

mendapatkanjperlindungan hukumjyang adiljdari prosesjperadilan tersebut. Berkaitanjdengan 

fungsijPTUN, (Dani, 2020) mengatakan, “Semangatapembentukan peradilanaitata usaha 

negaraaidi Indonesiaailebih kepadaaimenjalankan fungsiapengawasan eksternalapemerintah 

ketimbang menggali kebenaran materil”. 

Fungsijpengawasan lebihjmenonjol padajlembaga PTUN, daripadajfungsinya sebagai 

lembagaaiperadilan dalamaimenyelesaikan SengketaaiTUN, sehinggaaifungsinya sebagai 

lembagaaperadilan dalamamenyelesaikan masalahamenjadi kurangakuat. Seharusnyaafungsi 

pengawasanamaupun fungsiaperadilan tidakadibenturkan satuasama lain, akanatetapi dua-

duanyaaiidiperhatikan secaraaiiseimbang sehinggaaiiPTUN berfungsiaisebagai lembaga 

pengawasanamaupun sebagaialembaga peradilanasehingga terbentukalembaga PTUNayang 

kuatayang mampuamenyelesaikan sengketaatata usahaanegara secaraatuntas. Ketikaafungsi 

PTUNasebagai lembagaaiperadilan kurangaikuat, makaaperlindungan hukumabagi pencari 

keadilanaitidak dapataidiwujudkan secaraaiioptimal. Manakalaaiipejabat pemerintahan 

mempunyaiakesadaran yangatinggi untukamelaksanakan putusanapengadilan, makaapencari 

keadilanaiimendapatkan perlindunganaihukum yangaiadil. Sebaliknyaaimanakala pejabat 

pemerintahanaitidak mempunyaiaikesadaran untukaimelaksanakan putusanaimaka pencari 

keadilanaitidak akanaimendapatkan jaminanaiperlindungan hukumaiyang kuataidan tidak 

mendapatkanjkeadilan.  

Berdasarkanaipenelitian yangaidilakukan timaiPusat Penelitianaidan Pembangunan 

Hukumjdan PeradilanjMahkamah Agung, menunjukkanjbahwa 93,1 persenjmenjawab upaya 

paksaebelum efektifemenjamin kepatuhanepejabat terhadapeputusanePTUN (Penelitian MA, 

2015) Upayaayang pernahedilakukan untukjmeningkatkan dayajpaksa terhadapjpelaksanaan 

PutusanjPTUN UUjNo. 9jTahun 2004 jojUUjNo. 51jTahun 2009 telahjmengaturjmengenai 

uangapaksa pemerintahana(dwangsom), tetapiaketentuan tentangauang paksaa(dwangsom) 

tersebutatidak dapatadilaksanakan karenaabelum adaaperaturan yangamengatur mengenai 

mekanismejdalam penerapanjuang paksajdan lembagajyang menerapkanjuang paksajtersebut 

(Harjiyatni & Suswoto, 2017). Selainasanksi berupaauang paksaa(dwangsom), jugaadapat 

diterapkanasanksi administratifjbagi pejabatjyang tidakjtaat padajputusan. Haljini jugajsudah 

diaturaidalam UUaiNo. 30 Tahun 2014, namunaipelaksanaannya jugaaitergantung pada 

kesukarelaanaipada pejabataipemerintahan atauaiatasannya. Sepanjangaimereka jugaatidak 

melaksanakan, maka tidakaiada lembagaaiatau pejabatayang diberikanawewenang untuk 

memaksajsupaya pejabatjmelaksanakan putusan. 

Wacanajuntuk mengaturjbahwa ketidakpatuhanjpada putusanjPTUN dapatjdikenai 
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sanksijpidana bukanjmerupakan yangjmustahil. Adajnegara yangamemberikan sanksiapidana 

bagi pejabatapemerintahan yangjtidak taatjpada putusan. Dalamjlaporan kongresjdi Madrid 

2004jdisebutkan:  

 

“As we pointed out in previous pages, imprisonment is a measure attached to legal 

orders close to English law (see reports from Australia or England and Wales, but also 

Finland), although it is clear that each system has undergone different experiences. In other 

States such as Colombia, the arrest of authorities can be an alternative in order to dissuade 

non-compliance, albeit under specific circumstances (such is the case of constitutional 

remedies known as “terminating, concluding protection and civil actions”). 

In Austria, civil servants who use their powers in order to breach individual 

rights, either conscious or unconscious of their actions, will be punished according to the 

Austrian Criminal Code and judged by the criminal courts. The Criminal Code will also be 

implemented in Belgium in specific cases where a civil servant eludes the obligations set out 

in a court’s decision, or in the order of a higher administrative authority. Criminal 

proceedings can also be initiated when the civil servant eludes an extended time-limit 

granted by the court (General Reports Of Congresses, 2004). 

 

LaporanaiKongres tersebutaimenunjukkan bahwaaiinegara-negara sepertiaiInggris, 

Kolumbia, Austria, danaBelgia menerapkanasanksi pidanaapada pejabatapemerintahan yang 

tidakapatuh padaaPutusan PTUN. Apapunasanksi yangjdiberikan padajpejabat pemerintahan 

baikjitu sanksijdenda, sanksiapidana maupunasanksi administrasi, adaahal yangatidak bisa 

ditawaralagi, yaitujadanya lembagaayang mempunyaiakewenangan untukamenjamin Putusan 

PTUNadilaksanakan olehaipejabat pemerintahan. Dalamaihal iniaiperlu dibentukailembaga 

eksekusiaterhadap PutusanaPTUN. Lembagaaeksekusi tersebutabisa merupakanalembaga di 

bawahjkekuasaan eksekutif,jtetapi lembagajtersebut diberikanjkewenangan yangjkuat untuk 

melaksanakanatugasnya yaituamelaksanakan sanksiabagi pejabatapemerintahan yangatidak 

patuhjpada PutusanjPTUN.  

Untukapenguatan fungsiaPTUN yangalain seiringaidengan meluasnyaakompetensi 

absolutaPTUN adalahadengan menjagaaindependensi hakim. Untukamenjaga independensi 

pengadilanapada umumnyaadan independensiahakim padaakhususnya, makaadapat dimulai 

dariarekrutmen pegawaiapengadilan. Pegawaiapengadilan ituatidak hanyaamencakup hakim 

saja, tetapiajuga pegawaiapengadilan yangjlain sepertijpanitera, karenajdalam praktekjselama 

kolusiaidengan pengadlanaijuga melibatkanaipegawai pengadilanaiseperti panitera. Dalam 

rekrutmenaidiupayakan untukaiidapat menghasilkanaipegawai-pegawai pengadilanaiyang 

berkualitasaidan berintegritasaiyang tinggi. Berkaitanadengan rekrutmenahakim, (Sihaloho, 

2016) mengatakanjsebagai berikut, Untukjmendapatkan hakimjyang memilikijkriteria-kriteria 

yangamemiliki integritasatinggi, disiplin,akepribadian yangatidak tercela,aadil, profesional, 

makaaiproses seleksiaihakim merupakanaibagian penting, tanpaaiadanya prosesaiseleksi 

pengangkatanahakim akanaberdampak padajsistem peradilanjyang tidakjdapat mewujudkan 

keadilanjdalam penegakanjhukum.  

Dalamahal rekrutmenaimenghasilkan hakim-hakimayang memilikiaintegritas tinggi, 

berkepribadianabaik, professional,apasti akanamenjadi hakimayang mempunyaijkinerja yang 
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baikaidan mampuaimenyelesaikanaiikasus denganaiiadil. Lebihailanjut (Sihaloho, 2016) 

mengatakan, “Pelaksanaanaiseleksi pengangkatanaihakim denganaijujur, transparan, dan 

akuntabeljtanpa unsurjKorupsi, Kolusi,jdan Nepotisme,jsehingga mendapatkanjcalon hakim 

sesuaiaikriteria danaimendapatkan kepercayaanaimasyarakat terhadapaisistem hukumaidi 

Indonesia”. Untukjmendapatkan hakimjyang berintegritasjyang tinggiadan profesionalaperlu 

adaainovasi dalamamelakukan rekrutmenapegawai pengadilana(rekrutmen danjpengawasan), 

misalnyaarekrutmen denganamelibatkanaperguruanatinggi. 

Untukjmenjaga independensijpengadilan khususnyajindependensi hakim, makajperlu 

ditingkatkanjpengawasan terhadapjkinerja pegawaijpengadilan. Pengawasanjterhadap kinerja 

hakimaiselama iniaikewenangannya telahaidiberikan kepadaaiKomisi Yudisial. Secara 

kelembagaanaKomisi Yudisialjmempunyai keterbatasanjdalam mengawasijperilaku hakim.  

KehadiranjKomisi Yudisialj(KY) dipandangjmampu menjawabjmasalah internaljyang 

dihadapijMahkamah Agungjsebagai pemegangjkekuasaan kehakimanjtertinggi hinggajtingkat 

bawah. Bahkanaikeberadaan KYaisanggup melompataijauh dijagaaipenegakkan hukum, 

khususnyajpengawasan terhadapjperilaku hakim. Padajawal kehadirannyajtidak banyakjyang 

memperkirakanaKY akanamampu menjagaadan menegakanakehormatan, keluhuranjmartabat 

hakimaiserta perilakuahakim. Mengingatakewenangan iniamempunya artiayang sangataluas. 

Secaraaisempit wewenangaiini dapatadigambarkan sebagaiaiwewenang pengawasanaihakim 

terutamaaiperilaku hakim. Wewenangaiitersebut masihaisangat besaraijika dibandingkan 

kedudukanakelembagaan KYayang hanyaaada diaJakarta sebagaiaibukota negara. Namun 

wewenangjdan tugasnyajmenjangkau seluruhjwilayah Indonesia (Ahmad, 2017). 

 

Kesimpulan 

Lahirnya Undang-Undang Administratif telah mempengaruhi  aspek-aspek 

Pengadilan Administrasi yaitu terkait dengan kompetensi absolut . 

Penjelasan Umum dan materi muatan  Undang-Undang  No. 30 /2014 mempengaruhi  

Undang-Undang No. 5/1986  menjadikan Pengadilan Administrasi  yang semula sebagai 

Pengadilan Administrasi khusus menjadi Pengadilan Administrasi Umum. 
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